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Abstrak
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kedudukan Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan

sistem pemerintahan di Indonesia. Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dinyatakan

bahwa pemerintah kecamatan merupakan perangkat pemerintah kabupaten dan atau pemerintah kota,

sehingga dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah kecamatan mendapat pelimpahan tugas,

fungsi dan kewenangan yang luas dari pemerintah kabupaten. Akan tetapi, pelimpahan tersebut tidak disertai

dengan perbaikan sumber daya baik secara suprastruktur maupun infrastruktur. Apalagi karakteristik

wilayah Kecamatan Majalaya yang merupakan wilayah pengembangan industri di Kabupaten Bandung,

sehingga pemerintah harus dikondisikan untuk menjadi bagian dalam proses industrialisasi. Salah satu

tuntutan dalam proses industrialisasi adalah melakukan upaya modernisasi politik pada sistem pemerintah

kecamatan.

 

Dalam penelitian itu digunakan metode deskriptif untuk menggambarkan Modernisasai Politik Sistem

Pemerintah Kecamatan Majalaya dengan menggunakan aspek/kategori yang tercakup dalam variabel

modernisasi politik tersebut; sebagaimana dikemukakan Samuel P Huntington yaitu aspek rasionalisasi

kewenangan, aspek diferensiasi struktur/fungsi dan aspek peran serta politik massa. Dalam menganalisis

data yang diperoleh, penulis menggunakan label frekuensi dengan pendekatan kualitatif.

 

Penemuan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan Majalaya sesungguhnya

memiliki kesiapan suprastruktur dalam proses modernisasi politik. Akan tetapi dari segi kesiapan

infrastruktur, Kecamatan Majalaya belum mengalami modernisasi politik, karena pemberdayaan masyarakat

melalui Ormas/LSM belum dimanfaatkan oleh Ormas/LSM, pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Adapun partisipasi masyarakat dalam melakukan aktiviras-aktivitas politik terutama terkait dengan

keberadaan partai politik cukup memadai sebagai syarat modernisasi politik.

<hr><i>This research is performed due to the current condition of the position of Sub-district Government

in the implementation of governmental system in Indonesia. According to the Regulation No: 22, 1999

regarding Local Government Autonomy stipulating that the Sub-district Government constitutes part of

Regency Government or City Government. Therefore in the implementation of Local Government

autonomy, the Sub-district Government will have governmental task delegation, wider function, and

authorities from the Regency Government. Nevertheless, the authorities delegation is not accompanied by

the improvement of the resources of suprastructure and infrastructure. Moreover the characteristic of the

Sub-district Majalaya is the area in the Regency of Bandung which is developed as an Industrial area,

therefore the Government has to be conditioned as part of industrilization process. One of the important

demands in process of industrilization is to make effort to modernize political and Sub-district governmental

system.
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This research is applying description method to picture the modenization of political system of the

Government of Sub-district Majalaya which is using categories included in political modernization variables

from Samuel P Huntington: authority rationalization aspect, structural/functional differential aspect, and

society political role aspect. In analyzing the data collected, the author is using frequency chart under

qualitative approach.

 

The outcome of the research reveals that the Sub-district Government of Majalaya actually has the

suprastructural readiness to implement political modernization. But in terms of infrastructure readiness, the

Sub-district Majalaya has not performed political modernization yet, this is due to the society empowerment

trough the non-governmental organization is not yet taken advantage of by those non-governmental

organization, by the government or by society themselves. The participation of the society in the

implementation of the political activities is still related to the existing of political parties which is considered

adequate as condition for the political modernization.</i>


